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PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena 
atas kehendak-Nya maka buku ini bisa tersaji di hadapan 
sidang pembaca sekalian. Buku ini ditulis dari hasil penelitian 

tentang peran pemerintah daerah dalam inovasi pelayanan 
publik serta dampaknya terhadap kinerja organisasi dan kualitas 
pelayanan publik.

Kajian tentang inovasi pelayanan publik saat ini semakin 
berkembang seiring dengan geliat Revolusi Industri 4.0 yang 
berpengaruh terhadap perkembangan penyelenggaraan 
pemerintahan. Oleh karena itu, buku ini semakin relevan bagi 
pemerhati, praktisi, dan pembelajar ilmu pemerintahan, administrasi 
publik, organisasi dan manajemen, serta bidang lainnya. Tidak 
tertutup kemungkinan juga buku ini untuk dapat dibaca oleh semua 
pihak yang tertarik dengan kajian tentang inovasi pelayanan publik. 

Buku ini diawali dari pembahasan tentang permasalahan yang 
terjadi seputar penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya 
penerapan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan pada Bab I. Kemudian, pada Bab II dilanjutkan dengan 
pembahasan seputar konsep dan teori yang melandasi kajian 
tentang inovasi, kinerja organisasi dan kuliatas pelayanan publik. 
Bab III membahas tentang metodologi sebagai dasar yang menjadi 
pijakan dalam menganalisis pengaruh antara inovasi pelayanan 
terhadap kinerja organisasi, serta implikasinya terhadap kualitas 
pelayanan publik. Bab IV memberikan uraian tentang gambaran 
umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai lokasi penelitian. 
Bab ini juga membahas tentang analisis pengaruh inovasi 
pelayanan terhadap kinerja organisasi, implikasinya terhadap 
kualitas pelayanan publik, serta perumusan model peningkatan 
kulitas pelayanan publik. Bab V memberikan konklusi dan 
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rekomendasi tentang keterkaitan antara inovasi, kinerja organisasi 
dan kualitas pelayanan publik, serta model peningkatan kualitas 
pelayanan publik.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis. Dengan 
pendekatan kuantitatif, argumentasi diperkuat dengan hasil 
analisis Structural Quation Modelling (SEM) dengan 2nd CFA untuk 
menjelaskan secara rinci pengaruh antar-variable penelitian. Buku 
ini diharapkan dapat memberikan khazanah baru berkaitan dengan 
kajian inovasi pelayanan publik maupun kinerja organisasi serta 
kualitas pelayanan publik.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak 
yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penulisan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 
terutama dalam pelaksanaan penelitian lapangan di Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi sidang 
pembaca sekalian.

Jatinangor, Januari 2023

Zulkifli
M. Irwan Tahir
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Sejatinya, pelayanan merupakan salah satu kebutuhan 
dasar dalam kehidupan manusia. Artinya, setiap manusia 
membutuhkan pelayanan sehingga pelayanan tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan manusia. Karena setiap orang 
merupakan bagian dari masyarakat, pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pelayanan dalam kehidupan 
masyarakat inilah yang disebut dengan pelayanan publik. Masyarakat 
setiap waktu senantiasa memerlukan pelayanan publik yang 
berkualitas dari penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah.  

Masyarakat senantiasa dan tidak berputus asa menuntut 
pelayanan publik yang berkualitas meskipun tuntutan tersebut sering 
kali tidak sesuai atau jauh dari harapannya. Pelayanan yang diterima 
masyarakat selama ini masih sering kali berbelit-belit, lambat, mahal, 
melelahkan, tidak transparan, diombang-ambing oleh petugas, san 
tidak ada kepastian. Masyarakat yang semestinya ditempatkan 
sebagai pihak yang dilayani, sebagai stakeholders (konsumen atau 
pelanggan) cenderung diperlakukan tidak pada posisinya. Di dunia 
korporat berkembang paradigma yang menempatkan pembeli 
(pelanggan) sebagai raja sehingga pelanggan senantiasa menjadi 
perhatian utama dalam pelayanan. Ironis bahwa kondisi sebaliknya 
justru terjadi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
birokrasi pemerintah. Dalam hal ini masyarakat sebagai pelanggan 
(stakeholders) tidaklah pada semestinya menjadi perhatian utama 
dalam pelayanan publik.  

Pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat 
umum kadang di balik menjadi pelayanan masyarakat terhadap 
Negara. Padahal, sesungguhnya negara berdiri untuk kepentingan 
masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat seharusnya 
memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Jika kita 
meninjau kembali pada zaman kerajaan yang birokrasinya dibentuk 
untuk melayani kebutuhan raja dan keluarganya, bukan untuk 
melayani kebutuhan rakyat. Birokrasi adalah abdi raja dan bukan 
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abdi rakyat dan karena itu orientasinya adalah bagaimana melayani 
dan menyejahterakan raja dan keluarganya, yaitu para penguasa. 
Setelah kemerdekaan, pada era rezim Orde Baru, orientasi para 
penguasa masih sangat kuat dalam kehidupan birokrasi publik. Nilai-
nilai dan simbol-simbol yang digunakan dalam birokrasi masih amat 
kuat menunjukkan bagaimana birokrasi publik dan para pejabatnya 
mempersepsikan dirinya lebih sebagai penguasa daripada sebagai 
abdi dan pelayan masyarakat. Istilah  penguasa tunggal sebagai 
sebutan untuk bupati dan gubernur pada zaman Orde Baru jelas 
menunjukkan bagaimana birokrasi publik dan para pejabatnya pada 
waktu itu memerankan dirinya.

Pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan pada 
semua negara di dunia. Salah satu fungsi kehadiran Negara 
(yang direpresentasikan oleh pemerintah) adalah menjalankan 
fungsi pelayanan, yakni pelayanan publik. Pelayanan publik 
selama ini menjadi ranah Negara yang diwakili oleh pemerintah 
berinteraksi dengan warga atau masyarakat luas dan lembaga-
lembaga nonpemerintah.

Sebagai representasi Negara, pemerintah menjadi satu-satunya 
lembaga atau organisasi yang memiliki legitimasi yang kuat atas 
setiap warga negaranya. Miriam Budiardjo (2008) menyatakan 
bahwa Negara merupakan alat (agency) dari masyarakat yang 
mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan 
manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala 
kekuasaan dalam masyarakat. 

Sementara itu, menurut Rasyid (2007: 11), pemerintahan 
modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. 
Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, 
tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
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Adapun Mulyadi (2016) menduga kelambanan pelayanan 
birokrasi tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara 
pelayanan di tingkat pelaksana. Ada faktor lain yang memengaruhi 
kualitas pelayanan yakni prinsip dari organisasi pemerintah yang 
berorientasi kepada pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
formal saja, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas. Dengan 
demikian, dapat dipahami apabila pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat oleh aparatur negara masih berada dalam peringkat 
present and accounted, yakni organisasi atau pegawai menyadari 
dan mengetahui kedudukan mereka untuk memberikan pelayanan 
yang berkualitas, tetapi belum serius berupaya melaksanakannya 
(Silalahi dalam Zulkarnaen, 1996: 55).

Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam menjalankan 
fungsi pelayanan publik yang amat luas dan kompleks dilakukan 
melalui suatu jenjang hierarki yang dikenal dengan birokrasi 
pemerintah. Birokrasi pemerintah inilah yang bertindak sebagai 
mesin penggerak keberlangsungan pelayanan publik di semua 
lini dan sisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Sebaliknya, dari sisi warga atau masyarakat sesungguhnya setiap 
warga negara membutuhkan pelayanan publik. Mulai dari dalam 
kandungan, lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan 
sampai meninggal dunia semuanya membutuhkan pelayanan atau 
berhubungan dengan pelayanan publik. Tidak ada satu fase dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang tidak 
membutuhkan pelayanan dari Negara (atau pemerintah).   

Namun, birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan 
tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi 
pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang 
semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan 
sikap profesional yang tinggi, justru menjadi salah satu titik lemah 
yang krusial dalam birokasi pelayanan publik itu sendiri. Interaksi 
yang berlangsung antara Negara (pemerintah) dengan warga atau 
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masyarakat luas selama ini penuh dinamika, tetapi masih lebih 
banyak dirasakan pelayanan yang tidak optimal oleh masyarakat.

Pelayanan publik mencakup segala bidang kehidupan 
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kewenangan 
pemerintah yang sangat luas dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik, menempatkan birokrasi pemerintah pada posisi yang amat 
kuat atas semua warga masyarakat. Setiap orang harus tunduk pada 
ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk 
intervensi birokrasi atas pelayanan publik. Fungsi pelayanan 
publik yang begitu luas melekat pada pemerintah dan dijalankan 
oleh birokrasi pemerintah. Semestinya hal ini diikuti dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, 
akuntabel, disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi.  

Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih 
menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat 
dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. 
Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang 
menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan 
daripada sebagai agen pelayanan publik. Di sisi lain, secara kultural 
kondisi tersebut lebih disebabkan akar sejarah kultural feodalistik 
birokrasi, seperti masih diadopsinya budaya priyayi yang sangat 
bersifat paternalistik. Aktualisasi dari sistem nilai priyayi (borjuis) 
yang membawa efek psikologis pada aparat birokrasi. Birokrasi 
beserta aparatnya cenderung mengasumsikan diri sebagai pihak 
yang harus dihormati oleh masyarakat. Birokrasi tidak merasa 
berkewajiban  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
karena birokrasi bukan sebagai pelayan. Akan tetapi, justru 
sebaliknya, masyarakatlah yang harus melayani dan mengerti 
keinginan birokrasi (Callista, 2014).

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa peran 
Negara tidak hanya terbatas penjaga ketertiban semata, tetapi 
Negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek 
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kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah (Negara) 
merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan masyarakat guna 
memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya, hal ini yang salah 
satunya dimaknai sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. 
Pelayanan dalam arti luas yang dapat saja berupa produk-produk 
kasatmata maupun tidak kasatmata. Selain itu, bahwa pelayanan 
publik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, tetapi juga sebagai wujud mematuhi peraturan 
perundang-undangan. 

Perlu juga diingat di sini bahwa pelayanan publik dalam konteks 
pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukannya tanpa perkembangan. 
Sejalan dengan berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat pun 
mengalami berbagai perkembangan, baik jenis, kuantitas, maupun 
kualitasnya. Perkembangan kebutuhan masyarakat ini tentu saja 
diiringi dengan tuntutan pemenuhan secara baik serta perbaikan-
perbaikan terkait kualitas yang diinginkan oleh pihak-pihak yang 
menjadi stakeholders pelayanan publik. 

Birokrasi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan 
pelayanan publik secara tepat dan berkualitas. Kemampuan 
memberikan pelayanan secara baik, efisien, akuntabel, dan 
berkualitas sesuai standar yang ditentukan saat ini sudah 
merupakan suatu keniscayaan. Siapa pun, lembaga apa pun 
(dari birokrasi pemerintah) tidak bisa menghindar dari tuntutan 
masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, efektif, 
efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, dalam 
beberapa dekade terakhir berkembang berbagai model standar 
pelayanan minimal dalam sektor pelayanan publik. Jika dikaji secara 
mendalam, di sini tersirat suatu pesan yang kuat bahwa pelayanan 
publik tidak hanya sekadar penyelenggaraan fungsi pelayanan yang 
melekat pada birokrasi pemerintah. Akan tetapi, penyelenggaraan 
pelayanan publik oleh pemerintah dipandang sebagai suatu proses 
kinerja pemerintah (atau birokrasi pemerintah). Artinya, baik 
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buruknya pelayanan publik yang diselengarakan oleh birokrasi 
pemerintah akan mencerminkan baik buruknya kinerja pemerintah. 
Tidak dimungkiri bahwa masih terjadi berbagai penyimpangan 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, birokrasi 
pemerintah juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sebenarnya, konsep pelayanan publik masa kini telah 
mencapai tahapan yang dalam prosesnya selalu berusaha untuk 
menghindari kebohongan publik (rekayasa birokrasi) serta 
monopoli yang kerap dilakukan oleh Negara. Namun, dalam 
kenyataan pengimplementasiannya selalu ada penyimpangan 
di sana-sini. Misalnya, birokrasi sering mengambil kesempatan 
dalam pemberian hak pelayanan terhadap konsumen sebagai 
ladang subur untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan 
mempersulit prosedur administrasi di setiap rantai birokrasi. Salah 
satu dampak yang ditimbulkan adalah fenomena high cost economy 
yang disebabkan oleh merajalelanya kartel, monopoli, favoritisme, 
praktik standar ganda dan pungutan (liar) yang bernuansa resmi 
hingga setengah resmi. Hal ini tentu saja sangat bertentangan 
dengan hakikat pelayanan publik yang diartikan sebagai pemberian 
pelayanan prima (kemampuan terbaik) dari aparatur atau instansi 
pemerintahan sabagai wujud pengabdian kepada masyarakat luas 
(Rahmawati, 2011).

Buruknya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh birokrasi di Indonesia menjadi perhatian serius Presiden 
Jokowi, sebagaimana ditulis dalam Kompas edisi Minggu, 12 Juni 
2016. Presiden Jokowi menyatakan bahwa sejumlah pelayanan 
publik, seperti imigrasi, pengurusan paspor, pengurusan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB), akta kelahiran, akta nikah, dan sertifikat tanah, pada 
umumnya masih buruk.
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Banyak pihak telah menyoroti berbagai virus penyakit atau 
patologi dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan publik. Fenomena 
buruk yang sering kali dirasakan adalah masih tumbuh suburnya 
aktivitas percaloan. Fenomena percaloan ini telah memberikan 
gambaran bahwa seolah hampir tidak ada lembaga birokrasi yang 
bebas dari praktik percaloan.

Praktik percaloan di Indonesia terutama di lembaga-lembaga 
pemerintah yang melakukan aktivitas pelayanan publik yang 
langsung kepada masyarakat. Sebagai contoh pada pengurusan 
SIM, KTP, sertifikat tanah, makelar kasus, dan bahkan sampai 
pada percaloan pelayanan untuk memperoleh keadilan. Di sini 
terdapat virus patologi yang bernuansa korupsi,  yaitu pungutan 
liar, penyuapan dan lain-lain. Pengurusan sesuatu kebutuhan 
dengan melalui percaloan akan memungkinkan melahirkan suatu 
kesepakatan yang bertentangan dengan nilai etika, moralitas, 
rasionalitas, keimanan, dan bahkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Wujud kesepakatan itu mungkin bisa berbentuk 
penyuapan dan pungutan liar. Penyuapan adalah suatu bentuk 
sogokan untuk mempermudah, pembebasan, keringanan, dan 
sebagainya. Adapun pungutan liar adalah suatu bentuk penerimaan 
yang tidak ada landasan aturan yang jelas dan untuk kepentingan 
dirinya sendiri (Noer, 2016).

Sesungguhnya, pungutan liar (pungli) adalah perbuatan 
terlarang yang terkategori sebagai jenis pelanggaran hukum 
yang masuk kategori korupsi. Namun, fenomena praktik pungli 
terjadi di mana-mana dalam berbagai bentuk dan pada berbagai 
level pelayanan publik oleh birokrasi. Fenomena pungli (dan 
penyogokan) terjadi, baik pada level atas, menengah, maupun 
level bawah. Meskipun pemerintah telah membentuk Satuan Sapu 
Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), praktik pungli di kalangan 
birokrasi tampaknya tidak kunjung berkurang apalagi hilang. Hal ini 
mencerminkan betapa buruknya mentalitas birokrasi pemerintah. 
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Apapun alasannya, pungli adalah perbuatan yang terlarang bagi 
semua aparat birokrasi pemerintah. Sering kali terdengar bahwa 
petugas pelayanan publik pada level rendah melakukan pungli 
dengan motif untuk menambah penghasilan karena pendapatan 
(gaji) resmi yang rendah. Akan tetapi, oknum birokrat pada level 
jabatan tinggi juga tidak jarang terbelit kasus pungutan liar atau 
dapat dikatakan korupsi yang nilainya cukup fantastis. Fenomena 
ini cukup memberikan stigma bahwa mentalitas birokrasi pelayanan 
publik masih buruk.

Perlu disadari bahwa birokrasi masih dipengaruhi relatif kuat 
oleh politik dan kekuasaan yang mengakibatkan  birokrasi tidak 
dapat bekerja dengan tenang dan profesional. Karena besarnya 
pengaruh politik dan kekuasaan maka kultur yang terbangun dalam 
birokrasi lebih cenderung dan sibuk melayani penguasa daripada 
menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan publik. Birokrasi tetap 
tampil sebagai lembaga yang tidak efisien. Lebih memprihatinkan 
lagi adalah birokrasi seolah enggan untuk mereformasi dirinya 
untuk melakukan perubahan (mempertahankan status quo), 
eksklusif, rigid, dan terlalu dominan. Dominasi birokrasi terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik, menyebabkan hampir seluruh 
urusan publik (masyarakat) membutuhkan birokrasi. Kondisi ini 
yang menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi 
sebagai inefektivitas dan inefisiensi.  

Indikator lain yang merefleksikan potret buruk birokrasi adalah 
tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu, 
baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang 
lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati, atau service 
style yang tidak berperspektif pelanggan. Turut menyempurnakan 
buruknya kinerja birokrasi adalah rendahnya penguasaan 
kompetensi birokrat yang disinyalir disebabkan oleh renggangnya 
kualitas filter rekrutmen dan rendahnya kualitas pembinaan 
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kepegawaian, serta dominannya kepentingan politis dalam kinerja 
birokrasi (Widya, 2011). 

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu terus mendapat 
perhatian luas dari berbagai pihak karena berbagai persoalan 
dan penyimpangan yang mengiringi proses pelayanan publik. 
Segala persoalan dan penyimpangan itu perlu terus diupayakan 
penyelesaiannya secara komprehensif. Walaupun demikian, harus 
diakui bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah 
kepada rakyat (masyarakat luas) bukannya tidak ada perubahan 
atau perbaikan. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan 
dan pembaruan sektor pelayanan. Hal ini seiring dengan 
meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam 
birokrasi pemerintah itu sendiri.

Berbagai upaya untuk melakukan perubahan dalam bidang 
pelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah, seperti 
menetapkan standar pelayanan publik, dengan harapan pelayanan 
yang cepat, tepat, murah, dan transparan dapat terwujud. Namun, 
upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat. Misalnya, 
pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan  yang kurang efektif, 
berbelit-belit, lamban, tidak merespons kepentingan pelanggan, 
dan lain-lain. Indikasi tersebut merupakan cerminan bahwa kondisi 
birokrasi dewasa ini dalam  memberikan pelayanan kepada 
masyarakat masih belum  sesuai dengan harapan dan keinginan 
masyarakat. Ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan publik 
dapat dilihat dari keengganan masyarakat (menghindar) untuk 
berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Adanya fenomena 
“high cost”, kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, 
kurang koordinasi, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi 
masyarakat, inefisiensi, dan birokratis (Widya, 2011). Inilah gambaran 
kondisi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat selama ini.

Gambaran tentang citra buruk birokrasi pelayanan publik 
di Indonesia, tampak pula dari laporan Global Competitiveness 
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Index tahun 2018 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) 
yang menempatkan Indonesia berada pada posisi ke-45 dari 140 
negara. Posisi ini sedikit membaik dari tahun 2017, dalam hal ini 
Indonesia berada pada peringkat ke-47 dengan skor keseluruhan 
64. Metodologi global competitiveness report terbaru memberikan 
pandangan tentang kesiapan negara untuk masa depan, modal 
social, hingga dukungan terhadap bisnis disruptif dan kekhawatiran 
utang. Terkait nilai seluruh komponen, secara institusi Indonesia 
mencatat skor 58 atau peringkat ke-48. Dalam hal pengadopsian 
teknologi informasi, Indonesia berada pada peringkat ke-50 dengan 
skor 61. Sementara itu, dalam hal kapabilitas inovasi, Indonesia 
bertengger pada posisi ke-68 dengan skor 37. (Kompas.com, 2019) 

Gambaran tersebut menunjukkan betapa kondisi pelayanan 
publik belum sepenuhnya mendukung daya saing bangsa di tengah 
era persaingan bebas yang amat kompetitif antarbangsa. Pelayanan 
sektor publik saat ini dihadapkan pada sejumlah tekanan lingkungan 
ideologi, politik, dan ekonomi yang menuntut akuntabilitas dan 
tanggung jawab moral yang tinggi, biaya murah, informatif dan 
komunikatif, memiliki accessibility yang tinggi, fleksibel, koordinatif, 
responsif terhadap keluhan/saran/aspirasi masyarakat, efisien, 
serta tidak birokratis. Dengan demikian, sudah seharusnya birokrasi 
pelayanan publik harus melakukan perubahan. 

Perubahan dalam organisasi atau birokrasi didefinisikan 
sebagai mengubah “perilaku, struktur, prosedur, tujuan, dan 
output”. Perubahan yang dimaknai sebagai inovasi, penyesuaian-
penyesuaian atau hal yang sama sekali baru (Hahn dan Hanson 
dalam Razik dan Swanson, 1995). Inovasi dilihat sebagai “generasi, 
pengadopsian dan implementasi gagasan baru, proses, produk 
atau pelayanan”.  

Perubahan adalah hal penting bagi birokrasi. Apa pun 
perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembaharuan itu sendiri 
atau program perbaikan yang terus-menerus, maupun sebagai 
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hasil penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang berbeda 
dan baru. Untuk melakukan ini, sistem birokrasi harus tetap secara 
konstan menyadari keinginan alami dan lingkungannya, seperti 
perubahan lingkungan dan teknologi, struktur sosial baru, serta 
perkembangan nilai-nilai baru. Dengan demikian, birokrasi harus 
menyadari perubahan-perubahan itu dan menyiapkan berbagai hal, 
seperti hardware dan software, instruksi, serta organisasi yang tetap 
terus bergairah untuk hidup. Sistem birokrasi harus tetap menyadari 
secara konstan belajar pada alam lingkungan dan pengalaman masa 
lalu, bekerja dengan tegar dalam arus dunia yang terus bergerak, 
dan harus menemukan/menciptakan kreativitas bagi masa depan 
mereka sendiri (Fullan dan Stiegelbauer, 1991).

A.	 Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kabupaten
Pada tataran implementasi, masih rendahnya kualitas pelayanan 
publik sebagai akibat dari rendahnya kinerja birokrasi, tampak 
dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
Selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 dan 2019, 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperoleh nilai masing-masing 
sebesar 44,04 (C) dan 44,35 (C), atau termasuk lima kabupaten 
dengan nilai SAKIP terendah di Provinsi Sumatera Utara. Masih 
rendahnya capaian pelaksanaan SAKIP berdasarkan evaluasi 
Kementerian PAN dan RB tersebut, dapat diindikasikan berdasarkan 
beberapa permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu  Selatan.
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Tabel 1.1 Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara  
Tahun 2018

No.
Pemerintah Kabupaten/Kota

se-Sumatera Utara
Predikat 

SAKIP
1 Asahan B
2 Batubara C
3 Dairi C
4 Deli Serdang Cc
5 Humbang Hasundutan Cc
6 Karo C
7 Labuhanbatu Cc
8 Labuhanbatu Selatan C
9 Labuhanbatu Utara Cc

10 Langkat Cc
11 Mandailing Natal C
12 Nias Cc
13 Nias Barat C
14 Nias Selatan -
15 Nias Utara C
16 Padang Lawas C
17 Padang Lawas Utara C
18 Pakpak Barat Cc
19 Samosir B
20 Serdang Bedagai B
21 Simalungun C
22 Tapanuli Selatan C
23 Tapanuli Tengah C
24 Tapanuli Utara Cc
25 Toba Samosir C
26 Kota Binjai C
27 Kota Gunung Sitoli Cc
28 Kota Medan Cc
29 Kota Padangsidempuan C
30 Kota Pematangsiantar C
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31 Kota Sibolga -
32 Kota Tanjungbalai B
33 Kota Tebing Tinggi Cc

Sumber: Kemenpan RB, 2019

Data tersebut didukung dengan pengukuran tingkat capaian 
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu tahun 2018. Hal itu dilakukan dengan cara 
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang 
telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 dengan 
realisasinya. Target capaian kinerja Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 dapat 
diilustrasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran

Strategis
Indikator Sasaran Target Realisasi %

Terlayaninya 
masyarakat secara 
profesional dan

Menyeluruh

Lama proses 
Perizinan (hari kerja 
setelah berkas 
lengkap)

7 hari 3 hari 233%

Tercapainya

akuntabilitas 
kinerja

pemerintah daerah

Jumlah MoU kerja 
sama bidang 
penanaman modal 
dan investasi yang 
terjalin antara 
pemerintah dan 
dunia usaha

1 MoU 2 MoU 200%

Terwujudnya 
budaya

melayani dan

mengayomi

Terselenggaranya

penataan sistem

informasi 
penanaman

modal

1 sistem 1 sistem 100%
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Image 
pemerintahan,

PNS dan pelayanan 
yang berpihak 
kepada

Masyarakat

Jumlah investor

PMA/PMDN
9/45 0 0%

Meningkatnya

partisipasi 
masyarakat

dalam 
pembangunan

Jumlah investor

berskala

Nasional

(PMA/PMDN)

2 0 0%

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018

Dari tabel tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa kinerja 
pelaksanaan evaluasi tata kerja telah tercapai cukup memadai. 
Namun, image pemerintahan dan PNS terhadap pelayanan yang 
berpihak kepada masyarakat masih sangat rendah, kemudian 
partisipasi masyarakat juga demikian, pencapaian target masih 0%.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Retribusi Penerbitan Perizinan

No. Uraian
Target PAD

(Rp)

Realisasi

(Rp)
Presentase

1 Retribusi 

Izin Mendirikan

Bangunan

245.000.000 135.017.192 55,1%

2
Retribusi Izin

Gangguan
200.000.000 0 0%

3 Retribusi Izin Trayek 5.000.000 0 0%
Total 450.000.000 135.017.192 55,1%

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019

Aspek efesiensi dilihat dari semua data-data dan pencapaian 
sasaran program tersebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan harus terus melakukan perbaikan sehingga target yang saat 
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ini belum tercapai seperti pada persentase Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari Retribusi Izin pada Tahun 2018 ini mencapai 55,1% dari 
target yang ingin dicapai sebesar 100%. 

Dalam rangka pencapaian reformasi birokrasi, perlu didukung 
oleh adanya inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan 
publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan 
gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu 
penemuan baru, tetapi juga mencakup pendekatan baru, perluasan 
maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang 
ada. Beberapa jenis bentuk inovasi pelayanan publik yang sudah 
ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini antara lain dapat 
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Bentuk Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No. Nama Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah
1 Aplikasi E-Perizinan DPMPTSP
2 BPJS Kesehatan Dinas Kesehatan
3 BPJS Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan
4 SMS Gateway Dinas Kominfo
5 Online Single Submission (OSS) DPMPTSP
6 Source Code “Seri Deli” DPMPTSP
7 Command Center Dinas Kominfo
8 Aplikasi Voting Kepuasan Masyarakat DPMPTSP
9 Aplikasi SiCantik Cloud DPMPTSP

10 Kotak Pengaduan berbasis elektronik DPMPTSP
11 KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Badan Pendapatan Daerah

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2020

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat enam inovasi 
pelayanan publik yang telah diimplementasikan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan sejauh ini. Meskipun demikian, hal tersebut ternyata belum 
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berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal 
ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

Tabel 1.5 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks 3.054
IKM Unit Pelayanan 76.350
Mutu Pelayanan C
Kinerja Unit Pelayanan Kurang Baik

Dari Tabel 1.5 yang merupakan hasil Survei Kepuasan Mandiri 
yang dilaksanakan pada tahun 2018, dapat diketahui bahwa 
nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan produk layanan, 
kompetensi pelaksana, dan waktu pelayanan termasuk pada 
kategori kurang baik. Demikian juga dengan nilai indeks unit 
pelayanannya. Nilai indeks unit pelayanan termasuk pada kategori 
kurang baik dengan nilai 3.054.

Sejalan penjelasan tersebut secara konsepsional dapat dijelaskan 
bahwa terdapat keterkaitan antara inovasi, kinerja birokrasi dan 
kualitas pelayanan. Sebagaimana dikemukakan Mulgan dan 
Albury (dalam Muluk 2008: 46) bahwa “inovasi diperlukan untuk 
membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik 
dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan”. 
Selanjutnya, Kumorotomo (2005: 189–194) mengemukakan bahwa 
birokrasi publik harus senantiasa mengupayakan agar layanan 
yang diberikan cukup masuk akal dari segi biaya, memiliki kualitas 
yang memadai, dan disediakan dengan cara-cara yang adil. Adapun 
Mulgan dan Albury (dalam Muluk, 2008: 45) mengemukakan juga 
bahwa keberhasilan inovasi merupakan kreasi dan implementasi 
dari proses, produk pelayanan, dan metode pelayanan baru yang 
merupakan hasil dari efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil layanan.
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Kabupatan Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
merupakan salah satu kabupaten yang terbentuk dan lahir di 
era reformasi dan otonomi daerah yang dibentuk berdasarkan 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera 
Utara. Sebagai Daerah Otonom Baru, Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan terus bergerak dan menggeliat maju dalam menata dan 
membangun daerah termasuk sektor pelayanan publik. 

Bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik adalah dengan diterbitkannya Peraturan 
Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan 
Non-Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
dan Penanaman Modal, terhitung sejak tahun 2013 sudah melayani 
pengurusan pelayanan melalui satu pintu (Fitrah A. Mingka, Kabid 
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, 17 Desember 2017, 
dalam https//www.metro24.co). Dengan ditetapkannya Peraturan 
Bupati dimaksud maka Bupati Labuhanbatu Selatan telah 100% 
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dengan harapan dapat 
memaksimalkan kualitas mutu layanan pada masyarakat.

Dalam perjalanannya, dengan diundangkannya dalam 
lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah maka sesuai Peraturan Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016, Organisasi 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. Perubahan nomenklatur perangkat daerah 
ini juga telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelimpahan 
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Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah 
Perizinan dan Non Perizinan.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama pencegahan 
korupsi terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang 
merupakan bagian dari rencana aksi pencegahan korupsi 
dimaksud adalah penerapan pelayanan perizinan terpadu berbasis 
elektronik. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui 
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah 
melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Deli Serdang dengan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Daerah, dengan Nomor 
503/1019/MOU/DPMPPTSP-DS/X/2017 dan Nomor 503/1278/
DPMPPTSP-LS/X/2017, dengan fokus ruang lingkup kerja sama 
dibidang teknologi informasi.

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Berita Acara 
Serah Terima Nomor 503/1033/BAST/DPMPPTSP-DS/X/2017 tentang 
Penggunaan Source Code “Seri Deli” Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan. Adopsi aplikasi informasi dan teknologi 
di bidang pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah 
Kabupaten Deli Serdang merupakan rekomendasi dari KPK RI.

B.	 Fokus Penulisan
Secara lebih spesifik studi ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan sebagai salah satu daerah otonom baru di Provinsi Sumatera 
Utara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang RI Nomor 22 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu tugas dan fungsi yang melekat 
pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah menyelenggarakan 
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pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan 
tersebut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dituntut 
untuk mampu menyelengarakan pelayanan secara lebih adaptif, 
luwes, responsif, berkualitas, akuntabel dan tanggung jawab 
moral yang tinggi. Juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan 
kemampuan dan ketersediaan fasilitas untuk merespons setiap 
perubahan dengan cepat dan baik. 

Penulis tertarik untuk melakukan studi tentang pengaruh 
inovasi terhadap kinerja organisasi dan implikasinya pada kualitas 
pelayanan publik. Secara lebih spesifik, studi dilakukan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. 

Seperti telah disinggung sebelumnya, jelaslah bahwa birokrasi 
pelayanan publik (pemerintah) merupakan representasi Negara 
yang menjadi satu-satunya lembaga atau organisasi yang memiliki 
legitimasi yang kuat atas setiap warga negaranya. Dalam hal ini, 
negara merupakan alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai 
kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia 
dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan 
dalam masyarakat. 

Salah satu fungsi kehadiran negara (yang direpresentasikan oleh 
pemerintah) adalah menjalankan fungsi pelayanan, yakni pelayanan 
publik. Pelayanan publik menjadi ranah Negara yang diwakili oleh 
pemerintah dalam berinteraksi dengan warga atau masyarakat luas 
dan lembaga-lembaga nonpemerintah.

Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam menjalankan 
fungsi pelayanan publik yang amat luas dan kompleks dilakukan 
melalui suatu jenjang hierarki yang dikenal dengan birokrasi 
pemerintah. Birokrasi pemerintah inilah yang bertindak sebagai 
mesin penggerak keberlangsungan pelayanan publik di semua 
lini dan sisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Sebaliknya, dari sisi warga atau masyarakat sesungguhnya setiap 
warga Negara membutuhkan pelayanan publik. Mulai dari dalam 
kandungan, lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua dan 
sampai meninggal dunia semuanya membutuhkan pelayanan atau 
berhubungan dengan pelayanan publik.  Hampir tidak ada satu fase 
pun dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 
yang tidak membutuhkan pelayanan dari Negara (atau pemerintah).   

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan seputar pelayanan publik di daerah, antara lain 
sebagai berikut.

1.	 Masih rendahnya kualitas pelayanan publik pada Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP;

2.	 Masih rendahnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

3.	 Masih rendahnya Image pemerintahan dan PNS terhadap 
pelayanan yang berpihak kepada masyarakat;

4.	 Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
di bidang penanaman modal;

5.	 Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)  di bidang 
penanaman modal.

Mengingat luasnya permasalahan yang melingkupi 
penyelenggaraan pelayanan publik, secara konseptual studi 
ini dibatasi pada permasalahan bagaimana pengaruh Inovasi 
Pelayanan Publik terhadap Kinerja Organisasi dan implikasinya 
pada Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Provinsi Sumatera Utara.

Pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka sebagai kerangka 
penulisan dari studi ini, antara lain sebagai berikut.
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1.	 Seberapa besar pengaruh Inovasi Pelayanan Publik terhadap 
Kinerja Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

2.	 Seberapa besar Pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Kualitas 
Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

3.	 Seberapa besar Pengaruh Inovasi Pelayanan Publik terhadap 
Kinerja Organisasi dan Implikasinya terhadap Kualitas Pelayanan 
Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

4.	 Bagaimana Model Konseptual yang dapat dikembangkan 
untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Inovasi 
Pelayanan Publik dan Peningkatan Kinerja Organisasi pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Secara umum, tujuan studi yang dilakukan penulis adalah 
sebagai berikut.

1.	 Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh 
Inovasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Organisasi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan.

2.	 Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh 
Kinerja Organisasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.	 Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh 
Inovasi Pelayanan Publik terhadap Kinerja Organisasi dan 
Impilkasinya terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan.
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4.	 Untuk merumuskan Model Konseptual yang dapat 
dikembangkan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 
melalui Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Kinerja 
Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

Adapun kegunaan studi berkaitan dengan topik penelitian yang 
akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1.	 Kajian ini berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan 
bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.	 Kajian ini berguna sebagai acuan bagi program selanjutnya 
dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan pelayanan publik 
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai wujud nyata 
membangun penyelenggaraan pelayanan publik yang inovatif, 
berkualitas, efisien, efektif, dan akuntabel. 

3.	 Hasil penelitian ini berguna bagi aparatur pemerintah dan 
masyarakat luas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam 
membangun dan menciptakan masyarakat dan aparatur 
pemerintahan yang saling bersinergi untuk mewujudkan 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang peduli, ramah, 
dan melayani dengan sepenuh hati.

C.	 Kerangka Pemikiran
Birokrasi pemerintah harus dapat mendeteksi secara dini setiap 
perubahan yang akan terjadi dan mempunyai kapasitas untuk 
mengantisipasi dan menyikapinya dengan cara yang terbaik 
sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Agar dapat 
melakukan hal tersebut maka birokrasi pemerintah (pelayanan 
publik) harus mempunyai kemandirian, kreativitas, dan inovasi-
inovasi baru. Pemerintah yang otonom (birokrasi pemerintah) 
seharusnya dapat merancang atau melakukan inovasi dan 
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perubahan-perubahan terhadap penyelenggaraan pelayanan 
publik, agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi 
efisien, efektif, berkualitas, dan akuntabel. 

Guna dapat mencapai hal tersebut, birokrasi pemerintah 
(penyelenggara pelayanan publik) harus mengembangkan nilai-
nilai yang dapat mendorong bertumbuhkembangnya prakarsa, ide-
ide kreatif, dan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Birokrasi 
pemerintah harus dibangun agar mempunyai kapasitas serta 
kemauan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan publik 
secara luwes dan penuh dinamika. Hal ini akan membuka ruang 
bagi terbangunnya ide-ide, kreativitas, dan inovasi baru dalam 
pelayanan publik. Selain itu, juga membangun kapasitas manajerial 
di dalam birokrasi pemerintah itu sendiri serta adanya pembenahan 
dalam semua aspek penatakelolaan kepelayanan sektor publik.

Inovasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah inovasi 
baru, saluran komunikasi, waktu, sistem sosial, adopter, dan adopsi 
inovasi baru. Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu jalan 
keluar untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi 
publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas 
dan akutabel. Pelayanan publik menjadi ranah negara yang diwakili 
oleh pemerintah berinteraksi dengan warga atau masyarakat 
luas dan lembaga-lembaga nonpemerintah. Oleh karenanya, 
proses pelayanan yang terjadi harus dapat menjamin pemenuhan 
kebutuhan semua pihak (warga atau masyarakat luas) secara 
berkualitas dan memuaskan. 

Inovasi pelayanan publik juga bertujuan untuk membangun 
praktik penyelenggaraan pelayanan publik melalui reformasi 
pelayanan publik yang menyentuh setiap individu penyelenggara 
pelayanan publik yang benar-benar dapat membawa perubahan 
pada pelayanan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, 
juga untuk membangun sikap intoleransi terhadap malapraktik 
dan mengembangkan mekanisme pencegahan penyimpangan 
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(penyalahgunaan wewenang) dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik, serta untuk membangun kultur penyelenggaraan 
pelayanan publik yang efisien dan efektif pada semua level 
penyelenggara pelayanan.    

Berangkat dari gerakan reformasi birokrasi yang bertujuan 
untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi 
segala hal yang diperlukan oleh masyarakat. Baik itu pemenuhan 
hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, 
penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sarana sekaligus 
proses untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berangkat dari inovasi 
pelayanan publik, diharapkan selanjutnya memberikan implikasi 
positif bagi peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah, 
selanjutnya memberikan dampak bagi peningkatan kualitas 
pelayanan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Mulgan dan 
Albury (dalam Muluk, 2008: 46) bahwa inovasi diperlukan untuk 
membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik 
dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan. 
Selanjutnya, Kumorotomo (2005: 189–194) mengemukakan bahwa 
birokrasi publik harus senantiasa mengupayakan agar layanan 
yang diberikan cukup masuk akal dari segi biaya, memiliki kualitas 
yang memadai, dan disediakan dengan cara-cara yang adil. Adapun 
Mulgan dan Albury (dalam Muluk 2008: 45) mengemukakan juga 
bahwa keberhasilan inovasi merupakan kreasi dan implementasi 
dari proses, produk pelayanan dan metode pelayanan baru yang 
merupakan hasil dari efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil layanan.

Secara umum konsep kerangka pemikiran yang dibangun oleh 
peneliti dapat digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

REFORMASI BIROKRASI
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun maka 
penulis menyusun hipotesis sebagai berikut.

1.	 Besarnya Inovasi terhadap kinerja organisasi ditentukan 
oleh relative advantage, compatibility, complexity, triability, dan 
observability.

2.	 Besarnya pengaruh kinerja organisasi terhadap kualitas 
pelayanan publik ditentukan oleh efisiensi, efektivitas, keadilan, 
dan daya tanggap.

3.	 Besarnya pengaruh inovasi dan kinerja organisasi terhadap 
kualitas pelayanan publik ditentukan oleh dimensi relative 
advantage, compatibility, complexity, triability, dan observability, 
serta dimensi efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap.
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Pada bab ini akan dikemukakan studi pustaka yang dilakukan 
penulis mengenai teori-teori inovasi, organisasi dan 
kinerjanya, serta uraian tentang pelayanan publik. Sejumlah 

kajian terdahulu terkait inovasi, kinerja pemerintah, dan output-
nya dalam pelayanan publik, juga akan ditampilkan sebagai bahan 
perbandingan terhadap studi yang dilakukan penulis.

A.	 Kajian-Kajian Terdahulu tentang Inovasi, Kinerja 
Pemerintah, dan Kualitas Pelayanan Publik

Karya-karya tulis terdahulu memiliki posisi yang penting dalam proses 
penulisan sebuah karya baru. Karya penelitian yang telah terlebih 
dahulu terbit tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dan perbandingan bahwa studi yang dilakukan penulis memiliki 
novelty atau kebaruan. Lebih jauh, tujuan dicantumkannya kajian-
kajian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan 
yang sudah diletakkan oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan 
menelaah hasil studi terdahulu, seseorang akan dengan mudah 
melokalisasi kontribusi yang akan dilakukan dalam studi berikutnya.

Dimunculkannya karya-karya penelitian terdahulu ini menjadi 
salah satu acuan penulis dalam melakukan studi sehingga dapat 
semakin memperkaya teori yang akan digunakan. Berbagai kajian 
dari posisi penelitian ini dalam hubungan dengan penelitian yang 
relevan dan sejenis serta serumpun. Hal ini dimaksudkan agar 
menemukan titik singgung serta kritik dalam hubungan dengan 
penelitian yang relevan terdahulu oleh kalangan akademisi, praktisi 
maupun profesional di daerah.

Penelitian pertama adalah disertasi karya Muh. Tang 
Abdullah dengan judul “Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi 
Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Gowa)” 
pada tahun 2016. Model konseptual penelitian ini diawali dengan 
menengok kembali dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan 
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daerah secara umum, termasuk pembagian urusan pemerintahan 
dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dasar hukum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagian urusan 
pemerintahan dalam konteks penelitian ini mengacu pada dua 
undang-undang yakni Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 
2004 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang yang mengatur 
sistem pemerintahan daerah tersebut merupakan wujud dari 
model desentralisasi yang pada prinsipnya telah memberi ruang 
yang cukup lebar bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi, baik 
secara politik maupun administrasi. Ruang politik dan administrasi 
yang cukup lebar tersebut juga sudah digunakan oleh beberapa 
daerah untuk berinovasi dalam mengembangkan program urusan 
pelayanan publik sebagaimana yang berlangsung di Kabupaten 
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada awalnya, konsep inovasi sebagai basis keunggulan sebuah 
organisasi dalam memenangi persaingan hanya terkenal di sektor 
bisnis. Dalam perkembangannya, inovasi ini telah lama menjadi 
topik para ahli, di antaranya oleh Korten (1976), Rogers (1983), 
dan Wood, et al. (1998), serta menemui puncaknya ketika konsep 
knowledge management dikembangkan untuk  membentuk core 
competence suatu organisasi dalam berinovasi (Senge, 1990; Muluk, 
2008). Kemudian, konsep inovasi ini dikembangkan pula oleh para 
ilmuwan dan peneliti bidang administrasi publik sebagai instrumen 
alternatif dan strategis, baik secara politik maupun administrasi 
dalam menghadapi persoalan- persoalan di sektor publik yang 
semakin kompleks. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Mulgan 
dan Albury (2003), Farazmand (2004), Vigoda-Gadot (2005), Borins 
(2008), serta Eggers dan Singh (2009). 

Dalam konteks penelitian ini, konsep inovasi dipahami 
sebagai instrumen administrasi pemerintahan yang sudah 
banyak dikembangkan dan diterapkan dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah. Salah satu di antaranya adalah pengembangan 
inovasi pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa dalam urusan 
pelayanan publik sebagai urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar 
bagi masyarakat. Berdasarkan pada fokus pertama dari penelitian 
ini yakni proses pengembangan program inovasi dalam urusan 
pelayanan publik maka fokus kajian dilakukan dalam konteks 
pemerintahan daerah yang memiliki dua fungsi dan wewenang, 
yakni fungsi mengatur dan fungsi mengurus (Hoessein, 2009; Muluk, 
2009). Fungsi mengatur dalam konteks penyelenggaraan urusan 
pelayanan publik bermakna bahwa pemerintah daerah (KDH) dan 
DPRD melaksanakan proses pembentukan (perumusan) kebijakan 
(Perda) yang disebut juga sebagai proses politik. Sementara itu, 
fungsi mengurus bermakna sebagai proses manajerial yakni 
implementasi kebijakan (Perda) oleh pemerintah daerah (KDH) dan 
perangkat daerah terhadap kebijakan dan program yang berkaitan 
dengan program inovasi dalam urusan pelayanan publik. Proses 
pengembangan program inovasi dapat juga dipahami dengan 
berdasar pada pandangan Rogers (1983) yakni program inovasi 
dilaksanakan melalui proses adanya kebutuhan atau masalah, 
penelitian, pengembangan, komersialisasi, difusi, dan manfaat. 
Demikian pula melalui pendapat Wood, et al. (1998) yakni proses 
penciptaan ide, uji coba pendahuluan, penentuan kelayakan, 
dan penerapan. 

Fokus penelitian yang berhubungan dengan tipologi 
program inovasi dalam urusan pelayanan publik didalami dengan 
menggunakan konsep tipologi inovasi di sektor publik yang 
dikembangkan oleh Mulgan dan Albury (2003) serta Muluk (2008). 
Dalam kajian inovasi sektor publik dikenal ada lima tipologi inovasi, 
yakni inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi 
metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem. Selain 
itu, terdapat pula kategorisasi level inovasi, yakni dimulai dari level 
inkremental, radikal, dan transformatif (sistemik). Sementara itu, 
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konsep tentang kriteria dari suatu program inovasi didasarkan pada 
konsep best practices sebagai dasar inovasi yang dikembangkan oleh 
Prasojo, et al. (2004), yakni memiliki dampak positif dan nyata (impact), 
kemitraan (partnership) dalam proses, dan jaminan berkelanjutan 
(sustainability). Konsep tipologi inovasi dan kategorisasi level inovasi 
serta kriteria program inovasi inilah yang dijadikan sebagai alat 
analisis kajian untuk memahami lebih dalam bagaimana tipologi 
inovasi dalam urusan pelayanan publik. 

Konsep kapasitas pemerintah daerah dalam konteks ini 
adalah kemampuan yang dipunyai oleh pemerintah daerah 
sebagai organisasi publik dalam mengembangkan program 
inovasi urusan pelayanan publik. Kapasitas inovasi pemerintah 
daerah dimaksudkan agar tercapai model pengembangan inovasi 
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Beberapa konsep 
kapasitas yang ditampilkan, antara lain konsep capacity building dari 
Grindle (1997) dan model of management and government innovation 
yang dikembangkan oleh Kim, et al. (2007). Dalam konteks kapasitas 
inovasi pemerintahan daerah dalam urusan pelayanan publik ini 
lebih relevan menggunakan konsep model kapasitas manajemen 
inovasi menurut Kim, et al. (2007) yang meliputi innovative leadership 
(kepemimpinan inovatif), quality of workforce (kualitas tim kerja), 
systems and structures (sistem dan struktur), serta managing external 
influences (pengelolaan pengaruh-pengaruh dari luar). 

Pada bagian akhir dari kerangka konseptual penelitian ini juga 
ditampilkan beberapa faktor yang dinilai sebagai penghambat 
pengembangan inovasi pemerintahan daerah secara efektif, 
efisien, dan profesional. Faktor-faktor penghambat yang dimaksud 
dikemukakan oleh Mulgan dan Albury (2003). Pertama, faktor-
faktor yang berhubungan dengan individu sumber daya aparatur 
dan pemimpin organisasinya. Kedua, faktor-faktor penghambat 
yang terkait dengan karakteristik dari institusi dan organisasi yang 
bersangkutan. Misalnya, struktur organisasi, regulasi, anggaran, 
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jaringan (internal dan eksternal), dan budaya organisasi yang 
cenderung resisten terhadap hal-hal baru. Melalui pengembangan 
model konseptual penelitian tentang inovasi pemerintahan daerah 
ini diharapkan berkontribusi dalam mengkaji dan memahami 
bagaimana seharusnya efektivitas pengembangan inovasi 
pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan 
pelayanan publik berlangsung.

Berikut ini kesimpulan dari penelitian pada disertasi tersebut. 
Pertama, proses pengembangan program inovasi pemerintahan 
daerah dalam urusan pelayanan publik, baik ditinjau dari sisi proses 
politik yakni proses perumusan kebijakan (pengaturan) ataupun 
dari sisi manajerial atau administrasi yakni proses implementasi 
kebijakan (pengurusan). 

1.	 Proses politik merupakan proses perumusan kebijakan atau 
fungsi pengaturan dilakukan oleh institusi Pemerintah Daerah 
dan DPRD. Proses perumusan kebijakan tentang program 
inovasi ini adalah inisiatif murni dari Pemerintah Daerah 
(Bupati) Kabupaten Gowa diwakili Dinas Pemuda dan Olahraga  
sebagai leading sector urusan pelayanan publik, kemudian 
dibahas bersama dengan DPRD (Komisi Bidang Pendidikan). 
Fakta menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan atau 
pembentukan Peraturan Daerah (Perda) hanya diikuti Dinas 
Pemuda dan Olahraga (eksekutif) dan Komisi Bidang Pendidikan 
(DPRD). Sementara itu, Dewan Pendidikan, Tim Ahli Pendidikan, 
dan forum LSM lokal hanya diterlibat sebatas pada saat kegiatan 
dengar pendapat (hearing) terkait dengan program inovasi 
yang sedang dirumuskan. Melihat fakta tersebut tampaknya 
proses politik pengembangan program inovasi tidak ditemukan 
adanya sesuatu yang baru atau bersifat terobosan. Padahal, 
pengembangan program inovasi seharusnya didukung dengan 
proses politik dalam perumusan kebijakan atau pembentukan 
Peraturan Daerah yang bernilai inovasi pula;
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2.	 Aspek pengembangan program inovasi yang berkaitan dengan 
proses manajerial atau administrasi. Proses ini merupakan 
tahap implementasi kebijakan (Perda) atau fungsi pengurusan 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati) Kabupaten 
Gowa dibantu oleh perangkat daerah (local bureaucracy). Fakta 
menunjukkan bahwa proses pengembangan seluruh program 
inovasi urusan pelayanan publik jika dilihat dari aspek proses 
manajerial atau administrasi ini dilaksanakan sepenuhnya oleh 
struktur birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga dan UPTD terkait. 
Kemudian, secara teknis operasional proses pengembangan 
dilaksanakan oleh Unit Sekolah dengan melibatkan pihak ketiga, 
yakni masyarakat dan konsultan mitra (swasta) dalam program 
inovasi tertentu. Pengembangan program Sanggar Pendidikan 
Anak Saleh (SPAS) dan Satgas Pendidikan sudah melibatkan 
partisipasi masyarakat lokal (desa) karena program ini memang 
didesain sebagai program yang berbasis masyarakat lokal. 
Program Punggawa D’Emba Education (PDEP) melibatkan pihak 
ketiga sebagai mitra konsultan dan program Pendidikan Gratis 
sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan 
sekolah. Adapun masyarakat (orang tua murid) melalui Komite 
Sekolah berfungsi mengawasi realisasi program tersebut.

Kedua, tipologi program inovasi dalam urusan pelayanan publik 
dapat diuraikan sebagai berikut.  

1.	 Terdapat empat jenis program inovasi urusan pelayanan publik 
di Kabupaten Gowa yang ditemukan sekaligus sebagai objek 
kajian, yakni Sanggar Pendidikan Anak Saleh (SPAS), Pendidikan 
Gratis, Punggawa D’Emba Education (PDEP), dan Satgas 
Pendidikan.

2.	 Keempat program ini diinisiasi pada waktu yang tidak bersamaan. 
Program SPAS dimulai pengembangannya pada tahun 2006, 
program Pendidikan Gratis mulai dicanangkan pada tahun 
2008, pengembangan PDEP pertama kali diluncurkan pada 
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tahun 2009, dan pembentukan Satgas Pendidikan dilakukan 
pada tahun 2009.

3.	 Keseluruhan jenis program inovasi terebut bersifat inkremental 
atau komplementer terhadap program pemerintahan Provinsi 
dan Pusat. Misalnya, program Pendidikan Gratis merupakan 
keberlanjutan dari program Pendidikan Gratis pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan komplementer terhadap program 
BOS pusat dan BOSDA (Provinsi). Program SPAS bernuansa 
politik karena merupakan salah satu janji politik bupati ketika 
Pilkada 2005, tetapi kemudian program ini bisa direalisasikan.

4.	 Keempat program inovasi adalah hasil studi banding pemerintah 
daerah dan diadopsi dengan strategi reflikasi (tiruan) terhadap 
program yang mirip di daerah lain dengan tetap memperhatikan 
karakterisitik kebutuhan konteks lokal Kabupaten Gowa. Jenis-
jenis program inovasi urusan pelayanan publik sudah memilki 
dampak nyata bagi meningkatnya akses masyarakat terhadap 
pelayanan pendidikan (sekolah) dan kualitas pembelajaran 
meningkat pula dan sebagai bukti semakin berkurangnya Angka 
Buta Aksara (ABA) dan Indeks Pendidikan makin meningkat 
sehingga Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa juga 
makin meningkat.

Ketiga, kapasitas inovasi yang dimiliki Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Gowa dalam pengembangan program inovasi urusan 
pelayanan publik dapat diuraikan sebagai berikut.

1.	 Terdapat lima unsur kapasitas pemerintahan daerah 
Kabupaten Gowa yang berfokus pada pengembangan program 
inovasi urusan pelayanan publik. Kelima unsur kapasitas 
inovasi pemerintahan daerah tersebut adalah (1) kapasitas 
kepemimpinan Bupati Kabupaten Gowa; (2) kapasitas aparatur 
pelaksana program; (3) kapasitas anggaran; (4) kapasitas 
jaringan inovasi pemerintahan, baik internal maupun eksternal 
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organisasi pemerintahan; dan (5) kapasitas regulasi tentang 
program inovasi urusan pelayanan publik.

2.	 Kapasitas kepemimpinan Bupati Kabupaten Gowa sangat 
dominan dan kesuksesan program inovasi memiliki 
kebergantungan terhadap kapasitas anggaran (APBD dan APBN) 
yang sangat tinggi. Unsur kapasitas inovasi pemerintahandaerah 
lainnya, seperti aparatur pelaksana, jaringan pemerintahan, 
dan regulasi pendukung program inovasi, tampaknya belum 
optimal keberadaannya. Meskipun sudah ada upaya berupa 
pendidikan dan pelatihan khusus untuk pengembangan 
kompetensi bagi aparatur yang terlibat pada program inovasi 
PDEP dan anggota Satgas Pendidikan, serta pengajar SPAS yang 
berasal dari masyarakat sekitar lokasi sanggar.

3.	 Kapasitas jaringan internal pemerintahan, yakni antara 
pemerintah daerah dan DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gowa dan Provinsi Sulawesi Selatan, sangat kuat dalam 
mendukung pengembangan program inovasi urusan pelayanan 
publik.

Penelitian kedua dilakukan oleh Merickova Beata M., 
Svidronova Maria M.,  Nemec Juraj, dengan judul “Innovation in 
Public Service Delivery: Civic Participation in Slovakia” dalam Africa’s 
Public Service Delivery and Performance Review (APSDPR) Journal 
(Africa Development Wacht), Institute for Development Assistance 
Management (IDAM), University of Fort Hare, volume 4, issue 2, june 
2016, halaman 264.

Penelitian ini memperluas konseptualisasi dan praktik di luar 
satu negara dengan memusatkan perhatian pada layanan yang 
diberikan oleh organisasi regional internasional (IROs), yang 
mencakup lebih dari satu negara. Penelitian ini juga mengambil 
pendekatan kontingensi dan membahas ilustrasi dengan kondisi 
ketika pendekatan regional atau kontinental dapat memberikan 
layanan publik yang superior kepada masyarakat luas. Tiga contoh 
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dari Komunitas Afrika Timur (EAC), cekungan Sungai Riparian Afrika, 
dan perdagangan mineral konflik lintas perbatasan di wilayah Danau 
Besar diberikan sebagai kasus ilustratif. 

Memperhatikan bahwa aspirasi Afrika untuk pengembangan 
inklusif dan transformasi yang cepat memerlukan tata kelola yang 
lebih baik dan layanan publik yang berkualitas, makalah ini diakhiri 
dengan meminta lebih banyak penelitian ilmiah dan eksperimen 
lapangan mengenai ASD dan model lainnya yang berlaku di tingkat 
lokal, nasional, regional, dan kontinental. Menurut Piller, Ihl, dan 
Vossen (2010), partisipasi aktif warga merupakan proses kreatif 
dan sosial berdasarkan kolaborasi antara produsen (dalam hal ini 
pemerintah daerah) dan pengguna (warga negara). Nambisan 
dan Nambisan (2013) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat 
adalah tindakan melibatkan pengguna akhir secara langsung, 
dalam beberapa kasus berulang kali menciptakan produk atau 
proses inovasi.

Partisipasi masyarakat adalah konsep yang dibawa ke Slowakia 
pada awal tahun sembilan puluhan dari budaya Barat. Namun, 
bukan berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 
sebelumnya tidak pernah ada di dalam negeri. Sebaliknya, partisipasi 
masyarakat memiliki tradisi yang panjang di Slowakia, tetapi hal 
tersebut disebut dengan istilah lain seperti co-decision. Tradisi 
ini terputus setelah Perang Dunia Kedua ketika Partai Komunis 
berkuasa dan melakukan kegiatan kemasyarakatan apa pun yang 
ditekan (Pirošík, 2005).

Tradisi bersama dengan tata kelola negara adalah satu dari 
empat faktor yang memengaruhi konteks partisipasi masyarakat 
dan inovasi. Tiga factor lainnya adalah 1) konteks politik dan 
administratif, 2) budaya hukum di sektor publik, dan 3) alokasi 
sumber daya dan kebergantungan sumber daya (Voorberg et al., 
2014). Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa peran warga yang 
ikut dalam co-creation. Hal ini mungkin merujuk pada warga negara 
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sebagai pencipta nilai (Briscoe, Keränen, dan Parry, 2012), warga 
negara sebagai mitra kolaboratif (Baumer, Sueyoshi, dan Tomlinson, 
2011), atau peran warga sebagai agen aktif dalam pemberian 
layanan publik (Gebauer, Johnson, dan Enquist, 2010). 

Voorberg, dkk. (2014) menyimpulkan jenis hubungan antara 
warga negara dan organisasi publik, serta membedakan tiga jenis 
ideal partisipasi warga yang berbeda berikut ini.

1.	 Warga negara sebagai pelaksana koordinasi: keterlibatan warga 
negara dalam hal melaksanakan tugas pelayanan publik yang 
pada masa lalu dilakukan oleh organisasi publik.

2.	 Warga negara sebagai co-designer: warga menentukan sebagian 
besar bagaimana layanan dirancang dan dilaksanakan.

3.	 Warga negara sebagai inisiator: warga mengambil inisiatif untuk 
penyampaian layanan publik dan lembaga publik diundang 
untuk bergabung.

Nambisan dan Nambisan (2013) menambahkan tipe keempat 
peran warga negara dalam co-creation, yang disebut penjelajah. 
Menurut mereka, warga negara seperti dalam peran penjelajah 
mencerminkan kemampuan warga negara untuk menemukan atau 
mengidentifikasi masalah yang tidak terlihat atau tidak diketahui 
oleh instansi pemerintah. Hal ini juga melibatkan pengartikulasian 
masalah dengan cara yang akan menghasilkan solusi praktis. Sudah 
diterima secara luas bahwa warga negara, yang “paling dekat dengan 
tanah”, mungkin menyadari masalah masyarakat saat ini atau yang 
baru muncul di hadapan pemerintah lokal atau regional mereka.

Berbagai mekanisme dapat digunakan oleh instansi pemerintah 
untuk memfasilitasi empat peran warga negara dalam inovasi dan 
pemecahan masalah. Ini termasuk aplikasi mobile, e-petisi, database 
open-source, komunitas analisis data, kontes dan kompetisi, 
kemacetan inovasi, database terbuka, lokakarya desain partisipatif, 
dan komunitas warga online yang berdedikasi. Sementara itu, 
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Dari inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan 
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dapat berkolerasi terhadap peningkatan kinerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan. Kinerja pemerintah menunjukkan sampai 
seberapa jauh pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dijanjikan kepada publik. Ammons (2003: 425–
426) menggunakan ukuran kinerja pemerintah melalui kriteria 
workload, efficiency, effectiveness, dan productivity. Workload 
menunjukkan jumlah beban kerja yang berhasil diselesaikan. 
Efficiency menunjukkan perbandingan antara input dan output. 
Effectiveness menunjukkan perbandingan antara output dan 
outcome yaitu tingkat ketercapaian hasil akhir setelah output 
diperoleh. Adapun productivity menunjukkan jumlah hasil yang 
dicapai pada kurun waktu tertentu. 

Kumorotomo (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk 
dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan 
publik berikut ini.

a.	 Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, meman
faatkan faktor-faktor produksi, serta pertimbangan yang 
bersifat dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan 
secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan 
rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan. 

b.	 Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan 
publik tersebut tercapai?  Hal tersebut erat kaitannya 
dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, 
serta fungsi agen pembangunan. 



210 Pemerintah Daerah: 
Antara Inovasi, Kinerja Organisasi, dan Pelayanan Publik

c.	 Keadilan 

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan 
yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 
Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercakupan 
atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah 
tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai 
dalam masyarakat dapat terpenuhi. Salah satu nilai 
dasar yang sering dipertanyakan masyarakat ketika 
berhadapan dengan pemerintah dalam mengurus hak-
hak mereka sebagai warga negara adalah “keadilan”. 
Adil dalam memperlakukan masyarakat tanpa pandang 
bulu meupakan filosofi utama administrasi publik. Hal ini 
ditekankan oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of 
Justice (1971) yang dikutip Frederickson (2003: 60) dengan 
mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga 
pemerintahan adalah menciptakan keadilan (justice) dalam 
mengatur struktur dasar kehidupan masyarakat. Hal senada 
juga diungkapkan Henry (1988:171) bahwa filosofi justice-as 
fairness merupakan dasar (pondasi) kerangka dasar bagi 
para pelaksana administrasi negara. Artinya, para pelaksana 
administrasi negara harus memahami dengan tegas bahwa 
filosofi administrasi negara adalah “keadilan” (fairness). 
Adapun filosofi administrasi bisnis menurut Atmosudirdjo 
(1982: 315) berkisar pada keuntungan-keuntungan, dan 
fungsi laba (profit). Tentu saja dalam administrasi bisnis 
ada perlakuan pelayanan istimewa (berbeda/ketidak-
adilan), terutama bagi pelanggan potensial atau pelanggan 
yang memberikan keuntungan besar kepada perusahaan. 
Sementara itu, perlakuan bagi administrasi publik 
adalah sama (adil). 
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d.	 Daya Tanggap

Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya 
tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital 
masyarakat. Oleh karena itu, organisasi secara keseluruhan 
harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan 
demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Sejalan dengan konsep tersebut, Dwiyanto (1995: 9) 
mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan 
dalam mengukur kinerja birokrasi publik, termasuk kinerja 
organisasi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 
responsibilitas, dan akuntabilitas.

a.	 Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 
efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas 
pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan 
output. Pada tataran ini, konsep produktivitas dirasa terlalu 
sempit sehingga General Accounting Office (GAO) mencoba 
mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas 
dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu 
memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator 
kinerja yang penting.

Produktivitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terapadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan telah melaksanakan apa yang telah menjadi 
tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan dan sasarannya 
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yang telah menunjukkan kenaikan produktivitas kinerja 
setiap tahunnya. Sudah banyak dimensi kinerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang sudah mencapai target 100%. Selain itu, produktivitas 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapadu Satu 
Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga sudah baik 
yang dapat dilihat dari target dan hasil realisasi pelayanan 
penerbitan perizinan 2018.  Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan juga selalu berupaya meningkatkan kinerjanya. 
Hal ini dapat dilihat pada LAKIP Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dari tahun ke 
tahun terdapat peningkatan produktivitas kinerja. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa produktivitas kinerja 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah baik.

b.	 Kualitas Layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin 
penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. 
Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik 
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap 
kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. 
Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan 
dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Hal ini 
karena akses untuk mendapatkan informasi mengenai 
kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah.

Adapun kemudahan-kemudahan layanan yang 
disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 
yaitu tersedianya website portal Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, aplikasi SMS gateway. 
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Namun, website tersebut masih memerlukan perbaikan 
dan penyempurnaan. Formulir pendaftaran perizinan 
yang seharusnya sudah dapat di-download melalui website 
tersebut, dalam kenyataannya masih belum bisa dilakukan. 
Selain itu, pelayanannya belum bisa secara online sehingga 
pemohon perizinan tetap harus mengurus semua 
persyaratan dengan datang langsung ke Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan. Kecepatan juga belum sesuai dengan 
harapan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa dimensi kualitas layanan, belum diterapkan dengan 
baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

c.	 Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 
dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, 
responsivitas mengacu pada keselarasan antara program 
dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 
indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 
menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam 
menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat.  Responsivitas yang rendah 
ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan 
dan kebutuhan masyarakat. Secara otomatis, kinerja 
organisasi tersebut dianggap buruk. Hal tersebut jelas 
menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan 
misi dan tujuan organisasi.
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Responsivitas kinerja Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan 
pelayanan perizinan cukup cepat dan tanggap, serta 
mempunyai sikap yang sopan dan ramah. Namun, untuk 
bidang informasi dan komunikasi, pelayanan memang 
perlu diperbaiki, seperti website Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum bisa online. 
Letak papan informasi pelayanan pun perlu dibenahi karena 
dari hasil observasi banyak pemohon perizinan tidak tahu 
papan informasi pelayanan. Selain itu, perlu perawatan 
pada pohon SARDU (saran dan pengaduan) dan kursi 
tunggu pelayanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terapadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah 
berupaya meningkatkan responsivitas kepada masyarakat 
dengan menyediakan sarana-prasarana, seperti Pohon 
SARDU (saran dan pengaduan), papan informasi, dan 
website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. Akan tetapi, keadaannya masih kurang optimal, 
ruang tunggu yang kurang nyaman, serta belum adanya 
regulasi yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mempercepat 
waktu penyelesaian pelayanan perizinan. Saat ini waktu 
penyelesaian pelayanan masih lama untuk bidang 
perizinan pembangunan yaitu 15 hari kerja. Dengan 
demikian, kesimpulan dari dimensi responsivitas ini cukup 
baik karena masih ada beberapa yang perlu diperbaiki 
guna memberikan kinerja pelayanan yang prima kepada 
masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

d.	 Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
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administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 
organisasi. Secara politis, organisasi publik tersebut 
dipilih oleh rakyat sehingga dengan sendirinya akan selalu 
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, 
konsep akuntabilitas publik, baik yang eksplisit maupun 
implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa 
saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Responsibilitas di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari kinerja 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang sesuai dengan hukum atau peraturan yang 
berlaku. Prosedur perizinan yang ada di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terapadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan berlandaskan pada Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Selatan tentang Prosedur Perizinan dan 
Hubungan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun 
untuk kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terapadu Satu Pintu sudah sesuai dengan administrasi 
atau SOP yang ada. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti dalam penyelesaian 
pelayanan perizinan terkadang masih melebihi Standar 
operasional prosedur yang ada. Hal ini karena Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait 
dengan perizinan sehingga membutuhkan waktu lama dan 
mengakibatkan ketidaktepatwaktuan dalam penyelesaian 
pelayanan sesuai dengan SOP.



216 Pemerintah Daerah: 
Antara Inovasi, Kinerja Organisasi, dan Pelayanan Publik

e.	 Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada 
para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya 
adalah bahwa para pejabat dapat digunakan untuk melihat 
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik 
itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja 
organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran 
internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau 
pemerintah, seperti pencapaian target. Akan tetapi, kinerja 
sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-
nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu 
kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang 
tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan 
nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapadu 
Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah memiliki 
tanggung jawab cukup baik. Hal ini karena telah tersedia 
LAKIP dan LKPJ guna pertangungjawaban kepada publik, 
untuk masalah biaya pelayanan gratis selain bidang 
pembangunan membayar retribusi berdasarkan Undang-
Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, permasalahan waktu 
penyelesaian pelayanan perizinan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan, memang terkadang tidak dapat 
dipastikan sesuai dengan SOP yang ada. Ada kalanya bisa 
lebih cepat dari SOP, tetapi terkadang juga melewati batas 
waktu penyelesaian pelayanan yang ada di SOP. Dengan 
demikian, masalah kepastian waktu penyelesaian pelayanan 
perizinan masih menjadi tugas Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperbaikinya 
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supaya dapat memberikan pelayanan yang prima 
kepada masyarakat.

Pada akhirnya, muara dari variabel inovasi pelayanan 
publik dan kinerja organisasi adalah meningkatkan 
pelayanan publik guna memberikan kepuasan kepada 
masyarakat. Dalam hal ini, menurut pendapat Zeithaml 
dan Berry, kualitas pelayanan publik dikatakan memuaskan 
apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi harapan 
para pelanggan sebagai penerima jasa pelayanan publik. 
Kualitas pelayanan tersebut dapat dirasakan dengan bukti 
langsung (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 
pegawai, dan sarana komunikasi; keandalan (reliability) 
yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 
dengan segera, akurat dan memuaskan; daya tanggap 
(responsiveness) yaitu keinginan untuk membantu para 
pelanggan dalam memberikan pelayanan; jaminan 
(assurance) meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf serta bebas 
bahaya, risiko, dan keragu-raguan; dan empati meliputi 
kemudahan dalam melakukan sebuah komunikasi yang baik, 
perhatian, dan mampu memahami kebutuhan pelanggan. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan memberikan 
informasi dengan jelas dan bahasa yang mudah dimengerti 
sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik. 
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, penulis dapat menarik sejumlah kesimpulan. 
Pertama, variabel Inovasi Pelayanan Publik berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kinerja Organisasi (t-value 18,97 > 1,96) 
degan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,84. Hal ini membuktikan 
bahwa semakin tinggi tingkat inovasi maka akan semakin baik kinerja 
organisasi yang dicapai. Pengaruh variabel Inovasi Pelayanan Publik 
ditentukan oleh kontribusi terbesar dari dimensi Trialability sebesar 
0,96 dan terendah dari dimensi Advan sebesar 0,74.

Kedua, variabel Kinerja Organisasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap Kualitas Pelayanan Publik (t-value 9,02 > 1,96) dengan nilai 
besar pengaruh koefisien sebesar 0,71. Hal ini membuktikan bahwa 
semakin tinggi tingkat Kinerja Organisasi maka akan semakin baik 
pula Kualitas Pelayanan Publik yang diberikan. Pengaruh variabel 
Kinerja Organisasi ditentukan oleh kontribusi terbesar dari dimensi 
Daya Tanggap sebesar 0,94 dan kontribusi terendah dari dimensi 
Keadilan sebesar 0,70.

Ketiga, berdasarkan hasil pengujian model pengukuran dan 
model struktural dengan analisis SEM, peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik ditentukan oleh besarnya pengaruh dari Inovasi 
Pelayanan Publik dan Kinerja Organisasi sebesar 2,53 satuan jika 
setiap variabel Inovasi Pelayanan Publik dan Kinerja Organisasi 
ditingkatkan sebesar 1 satuan. Di samping itu, nilai R2 (Koefisien 
Determinasi) yang dihasilkan yaitu sebesar 0,75. Adapun nilai 
R² berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh setaip variabel 
independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa kurang lebih 75% variasi dari variabel Kualitas 
Pelayanan Publik dapat dipengaruhi oleh Inovasi Pelayanan Publik 
dan Kinerja Organisasi. 

Keempat, model peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang 
disusun berdasarkan model skematik dari hasil uji penelitian. Dari 
sini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Inovasi Pelayanan 
Publik akan berpengaruh langsung pada peningkatan Kinerja 
Organisasi dan pada akhirnya diharapkan berdampak pada 
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peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta bermuara pada 
peningkatan Kepuasan Masyarakat.

Dari sejumlah kesimpulan tersebut, izinkan penulis 
mengemukakan beberapa saran, baik berupa saran yang bersifat 
teoretis maupun saran praktis. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa inovasi pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, untuk penerapan 
variabel inovasi pelayanan publik disarankan pada penekanan 
pada dimensi secara berurutan, yaitu trialability, complexity, 
observability, compatibility, dan relative advantage sesuai dengan 
teori dari Rogers (1985).

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kinerja organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan 
publik. Oleh karena itu, untuk penerapan variabel kinerja organisasi 
disarankan pada penekanan dimensi-dimensi secara berurutan, yaitu 
daya tanggap, efisiensi, keadilan, serta efektivitas, sebagaimana 
teori yang dikemukakan Kumorotomo (2005).

Tidak ada pengaruh langsung yang signifikan dari variabel 
inovasi pelayanan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan 
publik, tetapi variabel inovasi pelayanan publik berpengaruh secara 
tidak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, 
untuk penerapan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui 
upaya penerapan inovasi pelayanan publik, diperlukan variabel 
kinerja organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disusun model Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik yang dirumuskan berdasarkan hasil uji 
statistik dengan analisis SEM dengan dua variabel utama, yaitu 
variabel Inovasi Pelayanan Publik dan variabel Kinerja Organisasi 
dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan topik Peningkatan 
Kinerja Organisasi, perlu dikaji faktor-faktor lain yang belum 
diteliti dalam penelitian ini, mengingat hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,75 yang mana menyatakan 
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bahwa masih terdapat sebanyak 0,25 atau sekitar 25% variabel 
lain yang dapat menjelaskan variabel endogen, selain variabel 
eksogen yang digunakan. Hal tersebut untuk mengonfirmasi 
maupun memvalidasi elemen penelitian yang digunakan pada 
lokus yang berbeda.

Saran praktisnya, dari aspek Inovasi Pelayanan Publik, 
berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi 
compatibility (kesesuaian) memiliki nilai koefisien paling rendah 
dengan nilai 0,77. Untuk itu, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan perlu memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat berkaitan dengan Inovasi Pelayanan Publik yang akan 
diberikan agar berdampak positif bagi masyarakat.

Dari aspek Kinerja Organisasi, berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dimensi Efektivitas memiliki nilai koefisien 
pengaruh yang paling kecil yaitu sebesar 0,71. Untuk itu, kiranya 
tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih 
berorientasi pada capaian kinerja yang optimal dan fokus pada 
Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat.

Dari aspek Kualitas Pelayanan Publik, berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengaruh dari warga 
negara (citizen influence) memiliki nilai yang paling rendah sebesar 
0,85. Untuk itu, perlu pelibatan masyarakat yang lebih maksimal 
dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya dalam 
penyusunan standar pelayanan publik didukung oleh kegiatan 
Forum Konsultasi Publik.

Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan 
model peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirumuskan 
berdasarkan hasil uji statistik dengan analisis SEM dengan dua 
variabel utama, yaitu variabel Inovasi Pelayanan Publik dan variabel 
Kinerja Organisasi dalam upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Publik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
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GLOSARIUM

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): lembaga yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di 
Indonesia.

Birokrasi: suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan 
bentuk piramida, dalam hal ini lebih banyak orang berada di 
tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada 
instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Dekonsentrasi: pembagian kewenangan dan tanggung jawab 
antara organ pemerintahan pusat dan pejabat pusat di 
lapangan.

Delegasi: suatu pelimpahan pengambilan keputusan dan 
kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus 
kepada suatu organisasi yang secara tidak langsung berada di 
bawah pengawasan pemerintah pusat.

Desentralisasi: penyerahan sebagian wewenang pemerintah 
pusat kepada daerah agar lebih optimal untuk membangun 
daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Difusi inovasi: proses ketika suatu inovasi dikomunikasikan melalui 
saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para 
anggota suatu sistem sosial.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Indeks Kepuasan Masyarakat: hasil pengukuran dari kegiatan 
Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Inovasi pelayanan publik: proses perubahan dalam organisasi 
yang mencakup perubahan aspek tujuan, struktur, fungsi, dan 
pembelajaran individual anggota organisasi perangkat daerah.
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Inovasi: proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/
mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk 
menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan/atau 
sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau 
secara signifikan.

Kewenangan: kekuasaan yang sah, yang diberikan oleh pejabat 
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Kinerja organisasi: keseluruhan proses pemberian pelayanan publik 
oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh 
peraturan perundang-undangan, termasuk segala hal ihwal 
yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, 
meliputi dimensi pelanggan, keuangan, proses internal, serta 
pembelajaran dan pertumbuhan.

Kualitas pelayanan publik: kondisi ketika terpenuhinya harapan 
masyarakat dalam memperoleh layanan publik, baik barang 
dan jasa publik, maupun pelayanan administratif yang 
diselenggarakan oleh pemerintah.

Kultur birokrasi: kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama 
dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam 
organisasi yang bersangkutan.

Model: representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih 
dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu 
yang bermanfaat untuk menjelaskan persoalan yang kompleks 
melalui penyederhanaan dalam bentuk skematik, model 
matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

Organisasi: sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih 
yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Partisipasi masyarakat: kontribusi sukarela dari masyarakat 
kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
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Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu: kegiatan penyeleng
garaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat 
pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki 
kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan publik: upaya pemenuhan kebutuhan publik berupa 
barang publik, jasa publik, atau pelayanan administratif dari 
penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah: otoritas administratif di suatu daerah yang 
lebih kecil dari sebuah negara, sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah:  penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas. 

Pemerintahan: semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik 
dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Perubahan organisasional: proses yang secara sengaja dilakukan 
dengan tujuan membuat kondisi organisasi menjadi lain dari 
sebelumnya.

Perubahan sosial: bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan 
masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial 
yang dinamis dan bisa terus berubah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): 
integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan 
sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan 
sistem akuntabilitas keuangan.

Strategi: bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, 
kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu 
kesatuan yang utuh.
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Structural Equation Modeling (SEM): suatu metode analisis statistik 
multivariat yang menggabungkan antara model pengukuran 
dan model struktural.

Struktur organisasi: pola tentang hubungan antara berbagai 
komponen atau bagian organisasi yang menunjukkan 
keterkaitan wewenang dari tiap-tiap komponen atau bagian 
tersebut. Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam 
bentuk kotak dan garis, kotak menunjukkan posisi berdasarkan 
kumpulan tugas dan wewenang yang dimiliki, garis menunjukkan 
pola hubungan antarkomponen. 

Survei Kepuasan Masyarakat: kegiatan pengukuran secara 
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan 
publik.
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